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KATA PENGANTAR  

 

 Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, berkah dan 

karuniaNya sehingga Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 

dan WBS di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara  pada Triwulan II 

Tahun 2026 telah dapat dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik oleh aparatur 

pemerintah saat ini masih banyak dijumpai kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi 

kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan 

masyarakat yang disampaikan melalui tatap muka maupun media massa, sehingga dapat 

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama 

pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan 

kualitas pelayanan.  

 

 Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara sebagai Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP), selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas layanan publik pada BBPBAP Jepara salah satunya 

dilakukan dengan membuat format kepuasan pelanggan, yang dituangkan dalam bentuk 

kuesioner kepuasan pelanggan.  

 

 Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban yang disusun untuk mengetahui sejauh mana BBPBAP Jepara 

melaksanakan kegiatan program penanganan pengaduan masyarakat dan WBS  sampai pada 

tahap tindak lanjut. Laporan ini mencakup keseluruhan dari kegiatan yang telah dilakukan.  

 

 

Jepara, 30 Juni  2026 
        Kepala BBPBAP Jepara 

         
        Mulyanto, S.T., M.Si  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Seiring kemajuan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat dalam hal 

pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi keinginan 

masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan 

oleh aparatur pemerintah saat ini belum seluruhnya memenuhi harapan masyarakat. Hal 

ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media 

massa, tatap muka langsung dan media sosial, sehingga memberikan dampak buruk 

terhadap pelayanan pemerintah, terutama dapat  menimbulkan ketidakpercayaan 

masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah 

melakukan Survei Kepuasan/Keluhan Masyarakat kepada pengguna layanan. 

 

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP) merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan 

baik (good goverment), yang akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui 

penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia 

pada masing - masing UPT dengan   harapan   dapat   memberikan pelayanan  terbaik 

kepada masyarakat. 

Namun demikian dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat, tidak menutup kemungkinan   ada   pejabat/pegawai   yang melakukan 

pelanggaran, sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan 

tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu peran serta 

masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya 

sangat diperlukan. 

 

 

B. Tujuan 
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Maksud dari penyusunan Laporan Monev Penanganan Pengaduan  Masyarakat 

dan WBS adalah  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan, 

kepada Kepala BBPBAP Jepara sebagai acuan bagi BBPBAP Jepara untuk mengetahui 

kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Bagi masyarakat Laporan 

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan ini merupakan gambaran tentang 

kinerja unit pelayanan publik BBPBAP Jepara. 

Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah : 

1. Mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan 

masyarakat & WBS yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan  

2. Mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan 

pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan WBS 

3. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis 

maupun administrasi, serta upaya pemecahan yang akan dan telah dilakukan 

4. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pada bulan sebelumnya. 

 

C. Ruang Lingkup  

1. Kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan WBS dilakukan di BBPBAP 

Jepara, untuk mengukur kualitas kinerja dan kualitas layanan  

2. Pengguna layanan balai dapat menyampaikan pengaduan kepada Tim 

Penanganan Pengaduan secara langsung maupun melalui saluran 

pengaduan yang ada (kotak pengaduan, surat, telpon, sms, wa maupun media 

sosial) 

   

D. Dasar Hukum 

1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik 

2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor : 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional.  
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4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 56 Tahun 2020 tentang 

Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan  

6. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 403/KEP-ITJEN/Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan  

7. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 43 Tahun 2026 

tentang Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Direkorat Jenderal Perikanan 

Budidaya Tahun 2026.  

 

 

BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Mekanisme Pengelolaan  Penanganan Pengaduan     

Mekanisme pengelolaan penanganan pengaduan di BBPBAP Jepara sebagai berikut 

:    

1. Penanganan pengaduan dilakukan oleh Petugas Pengelola Pengaduan dengan 

proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, memverifikasi, 

penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, audit, tindak lanjut dan 

dokumentasi.  

2. Berdasarkan pengaduan masyarakat yang disampaikan, dilakukan pengkajian 

untuk dilakukan audit khusus secara sistematis, singkat, jelas dan dapat 

diklasifikasikan jenis pengaduan. 

3. Kegiatan penanganan pengaduan masyarakat di BBPBAP Jepara telah dimulai 

pada bulan Januari 2015 hingga Tahun 2026 ini, sesuai dengan Keputusan 

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 43 Tahun 2026 tentang Tim 

Penanganan Pengaduan Lingkup Direkorat Jenderal Perikanan Budidaya. 

4. Sosialisasi kegiatan penanganan pengaduan telah disampaikan baik secara 

internal maupun eksternal (melalui apel dan media sosial)  

5. Gambar Akses Pengaduan  sebagai berikut :   
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6. Kegiatan pengelolaan pengaduan telah dilengkapi dengan adanya Ruang 

Pengaduan dan Konsultasi yang terintegrasi di Pusat Pelayanan Terpadu.  

7. Adanya Admin Penghubung (UPT Lingkup KKP) dan Pejabat Penghubung 

Penanganan Pengaduan yang dapat menyampaikan laporan pengaduan secara 

terintegrasi melalui aplikasi Lapor KKP (www.lapor.go.id)  

8. Adanya sarana kotak pengaduan di depan pintu masuk Pusat Layanan Terpadu  

 

B. Sarana dan prasarana penanganan pengaduan yang tersedia  

 

a. Desk Help Penerima Pengaduan  

 

Dalam rangka memberikan pelayanan pengaduan secara langsung, maka Tim 

Penanganan Pengaduan menyediakan desk informasi yang dilengkapi : 

- Meja front office dan kursi petugas serta kursi tamu 

- 2 unit PC yang berhubungan dengan jaringan internet 

- 2 buah printer 

- 1 buah TV media  

- Kotak Pengaduan dan Saran  

 

b. Ruang Pengaduan/Konsultasi 

 

Ruang Pengaduan/Konsultasi disediakan untuk pemohon yang akan 

menyampaikan pengaduan atau informasi secara langsung atau tatap muka, 

yang berada di ruang Pelayanan Terpadu. 

 

http://www.lapor.go.id/
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c. Saluran Pengaduan  

Mekanisme dan saluran pengaduan/informasi dari Pemohon dapat disampaikan  melalui 

surat, kotak pengaduan/saran, media massa dan media sosial lainnya, antara lain : 

- Website  : www.lapor.go.id  / www.wbs.go.id 

Email  : bbpbapjpr@gmail.com ; bbpbapjpr@kkp.go.id 

- Twitter  : @bbpbapjpr 

- Youtube : BBPBAP JEPARA 

- Facebook : bbpbap. jepara 

- Instagram : @bbpbapjpr 

- Telepon/Fax : (0291) 591125/(0291) 591724 ; SMS : 1708 

- HP Layanan  : 08112700215  (WA/SMS/Telpon) 

- Kotak Pengaduan dan Saran 

http://www.lapor.go.id/
http://www.wbs.go.id/
mailto:bbpbapjpr@gmail.com
mailto:bbpbapjpr@kkp.go.id
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d. Sumber Daya Manusia Pengelola 

 

- Tim Pengelola Pengaduan BBPBAP Jepara sudah cukup kompeten dalam 

menangani pengaduan karena sudah pernah mengikuti kegiatan internalisasi 

atau sosialisasi regulasi penanganan pengaduan. Salah satu anggota Tim 

Penanganan Pengaduan Balai menjadi pejabat pengelola pengaduan instansi 

lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau sebagai Admin UPP 

(Admin Penghubung). 

- Peningkatan pengetahuan tim penanganan pengaduan dengan mempelajari 

pedoman penanganan pengangaduan lingkup Kementerian Kelautan dan 

Perikanan No. 56/Permen-KP/2020 serta selalu berpedoman pada Pedoman 

Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan 

Budidaya.  
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- Memperlajari peraturan prundang-undangan terbaru tentang kepegawaian, 

disiplin dan kinerja pegawai 

- Pengelola Penanganan Pengaduan telah mengikuti Pelatihan atau Workshop 

Penanganan Pengaduan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan 

Perikanan baik secara Ofline maupun Online.  

- Pengelola penanganan pengaduan sejauh ini telah dapat melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab dengan baik. 

 

e. Mekanisme dan Sarana 

 

- Selama ini mekanisme penanganan pengaduan di balai telah sesuai dengan SOP 

artinya tidak melebihi batas waktu penanganan yang telah ditentukan.  

- Ruang Pengaduan, kotak saran dan pengaduan dalam kondisi baik dan masih bisa 

difungsikan 

- Tersedia Form pengaduan masyarakat dan WBS di ruang pengaduan  

- Media pengaduan (saluran pengaduan) masih dapat berfungsi dengan baik 
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BAB III 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

a. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat 

 

Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat BBPBAP Jepara dibentuk berdasarkan 

Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 43 Tahun 2026 tentang Tim 

Penanganan Pengaduan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan dengan Kepala Balai 

Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sebagai penanggung jawab. Tim 

Penanganan Pengaduan bertugas untuk melakukan koordinasi penanganan pengaduan 

dengan TPP Kementerian dan TPP Unit Kerja Eselon 1.  
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b. Laporan Penanganan Pengaduan  

 

Berikut ini gambaran Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS pada 

Triwulan II Tahun 2026. Laporan ini sebagai bahan evaluasi kinerja balai dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan uraian sebagai berikut :  

 

Pada Triwulan II 2026 Laporan jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS 

pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara  sebanyak 94 (sembilan puluh 

empat) laporan permintaan informasi, dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Tim 

Penanganan Pengaduan dengan status selesai.  
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Penanganan Pengaduan Yang Telah Ditindaklanjuti di Aplikasi LAPOR! 
Periode Triwulan II Tahun 2026 

 

Statistik Pengelolaan Laporan Pengaduan Masuk  Periode Triwulan II 2026 
 
 

Rekapitulasi Penanganan Pengaduan  
Triwulan II Tahun 2026 

 

 
Periode April 
 

 

 

Periode Mei 

 

 



15 

 

Periode Juni 

 

 

Berdasarkan media pengaduan yang disediakan BBPBAP Jepara dalam kurun waktu selama Triwulan II 

2026  terdapat 94 (sembilan puluh empat)  laporan penanganan pengaduan dengan kategori permintaan 

informasi. 

 

Tabel 1. Penanganan Pengaduan Per Saluran Media Pengaduan  Triwulan II 2026  

 

No. Saluran Media Pengaduan Masyarakat Jumlah 

1 www.lapor.go.id 0 

2 Pengaduan disampaikan langsung 0 

3 Surat  0 

4 Telepon / WA (Call Center Balai) 90 

5 Email 4 

 Jumlah 94 

Berdasarkan media pengaduan pada Triwulan II Tahun 2026 terdapat 94 pengaduan  yang  

berupa permintaan informasi. 

 

Tabel 2.  Pengaduan Masyarakat & WBS Per Jenis Pengaduan  

  Triwulan II Tahun 2026 

 

No Jenis pengaduan Jumlah 

1 Pelanggaran disiplin 0 

2 Penyalahgunaan wewenang  0 

3 Standar layanan  0 

http://www.lapor.go.id/
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4 Informasi/saran 94 

5 Lainnya  0 

 Jumlah 94 

 

Berdasarkan jenis pengaduan pada Triwulan II Tahun 2026 terdapat 94 pengaduan yang  

bersifat permintaan informasi. 

 

 

c. Status Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat 

 

Dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 

tahun 2026, terdapat 94 laporan pengaduan (yang dikategorikan sebagai permintaan informasi) 

telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Tim  Penanganan Pengaduan BBPBAP Jepara, dengan 

status tuntas atau selesai.   
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BAB IV 

SARAN DAN TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA 

 

Saran  

Tidak ada saran untuk periode ini.  

 

Tindak Lanjut  

Semua laporan pengaduan yang bersifat permintaan informasi seluruhnya telah 

ditindaklanjuti hingga tuntas. 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

Laporan penanganan pengaduan ini disusun dengan harapan mampu memenuhi 

fungsinya sebagai sarana akuntabilitas, sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran 

umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan  yang akan 

datang. Laporan ini dibuat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban  tim 

penanganan pengaduan kepada pimpinan. 

 

Penerapan sistem Pengaduan Masyarakat di lingkungan Balai Besar Perikanan 

Budidaya Air Payau Jepara telah mengedepankan prinsip penanganan yang cepat dan tepat, 

dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Semua 

rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.   

Jepara, 30 Juni  2026 
Kepala BBPBAP Jepara 

 
Mulyanto, S.T., M.Si  
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